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D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

  



 

 
 

LAMPIRAN 

KUHPerdata 

Pasal 1320: 

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

5. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

6. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

7. suatu hal tertentu; 

8. suatu sebab yang halal”. 

 

Pasal 1338: 

(1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 

(3) “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” 

Pasal 1321: 

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. 

 

Pasal 1330: 

“Tak cakap untuk membuat persetujuan adalah: 

4. Orang-orang yang belum dewasa; 

5. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;  

6. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu”. 

 

Pasal 1333: 

(3) “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling 

sedikit ditentukan jenisnya”. 

(4) “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja 

jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 

 

Pasal 1337: 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

UU ITE 

Pasal 6: 

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang 

mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang 

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu 

keadaan.” 

 

Pasal 18 ayat (1): 

 

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat 

para pihak”.   

 

Pasal 5 ayat (1): 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah”. 

 

 

UNCITRAL Model Law on Eletronic Commerce 1996 

Article 5: 

“Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on 

the grounds that it is in the form of a data message”. Atau menjelaskan (dokumen 

elektronik dan pernyataan elektronik tidak dapat ditolak keabsahannya semata-

mata karena dibuat atau disampaikan dalam bentuk elektronik). 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 


